LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il KEBUMEN
NOMOR : 6 TAHUN: 1994  SERI: B NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 1994
TENTANG

RETRIBUSI IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN
DAERAH DAN BONGKAR MUAT DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGEKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUﬂEN

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan e -
ngangkutan barang Vyang tidak seimban,
antara kondisi jalan dengan beban muat
an, akan mempercepat rusaknyva Jjalan da
dapat mempengaruhi lancarnya hubunga
antar Daeran ;

b. bahwa dengan semakin ramainya arus per
dagangan . di Wilayah Kabupaten Daeral
Tingkat 1] Kebumen, maka semakin banyal
pula toko-toko yang melakukan bongka:
muat ;
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. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 38583
te wtang Angkutan Jalan

&. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 18393
tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermsior
dai Jalan ;

8. Peraturan Femerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan:

1i. Peraturan Daerah XKabupaten Dasrah Ting -
T 1

iza I Kebumen Nomor 35 Tahun 1i28¢ tem -
tang Penyidik Pegawail Negeri Sipil g&i
Lingkungan Pemerintah Xabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen.
Dengan persetujuan Dewan Ferwaikilan Rakyat Dasrah Xabu-
raten Daerah Tingkat II Xebumen
MEMUTUZ K AN 2

pkan : PERATURAN I'AERAH XABUPATEN DAERAH TIRG -
KAT II KERUMEN TENTANG RETRIBUSI IJIN
DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN DAERAR DAN
BONGKAR MUAT DALAM WILAYAH XABRUPATEN
DAERAH iiNGKAi 11 h“BJMEN

2 :
KETENTUAN UMUM B

Fasal 1 ...._....
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bongkar muat dalam wilayah kota

o

jalan adalah sebagian dari satu jaring-
an jaian yang karena fungsi, peranan dJdan

pembinaannya sampunyal panjang tertentu de -
ngan batas awal dan batas akhir tertentu pu-
ia

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan -
vang digerakkan oleh peralatan mekanik yang
ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergu-
nakan untuk pengangkatan corang atau barang
di Jalan, selain kendaraan di atas rel ;
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Jaian terlarang adalsh jalan vang tidak o -
2 ol N e a = 1 o -~ - ‘ -

ren dilewati cleh kendaraan tertentu.

E AR Il
RETENTUAN PERIJINAM
Fasal 2
cetiap kendaraan bermotor yvans melewati ja-
lan Dasrah dengan muatan =umbu terberat le-

N “a

ﬁin tmgg1 dari kemampuan jalan yang diten-—
: harus mendapat Ijin Dispensasi Peng-
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» Jalan.
Setiap kendaraan bermctor yang melalui ja -
lan-jalan terlarang s=sepanjang pada tand
larangan tersebut tertulis kecuali dengan

ar
b -~ - - 1 TS R TRty
narus mend gatgan Idin Dispens=sasi
=

SRY
@
P
L
5

i

setiar kendaraan : rtan barang -
vang melakukan kegiatan bongkar muat jada
jalan-jalan dalam kota. harus mendapgsat
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NO. Jenis Kendaraan Besarnya Tarip| Keterangan
1.:Pick Up dan sejenisnya |Rp. 200,00 Setiap kali
2.1Mini Truck dan sejenis-|Rp. ‘300,00 lewat.
nya. o : R
3. | Truck ' Rp.: =~ 500,00
4 .| Truck dengan kereta Rp. 1.000,00
gandeng. ' T ARTER
5.1 Truck Sumbu 3 ke atas Rp. 1.50C,00
{2) Setiap Ijin Bongkar Muat Barang dikenakan -
Retribusi, dengan tarip sebagai berikut :
NO. Jenis Kendaraan Besarnya Tarip| Keterangan
1.|Pick Up dan sejenisnya |Rp. =~ 200,00 Sehari
Z2.tMini Truck dan sejenis-|Rp. 500,00 '
nya.
3.{Truck Rp. 1.000,00
4 1 Truck dengan kereta Rp. 1.500,00
gandeng.
5.1 Truck Sumbu 3 ke atas Rp. 2.000,00

~ (3) Retribusi berlangganan ditetapkan s=besar -
20 x besarnya tarip Retribusi sebagaimana
tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini setiap
bulan.

(4) Tanda bukti pembayaran Retribusi I3in Dis -
pensasi Penggunaan Jalan tidak berlaku un-
tuk ruas jalan lainnya.



{3)

(1)

(2)

- 8 |-
B AB |IV
TATA CARA PUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 5

“Pungutahn Retribusi Ijin Dispensasi Penggu -

naan Jalan dan Bongkar Muat Barang sebagai-
mana tersebut dalam| Pasal 4 ayat (1),(2)

dan (3) Peraturan Deerah ini dilakukan oleh

petugas pemungut di Pos yang disediakan pa-
da ruas jalan atau pada Kantor Dinas Penda-
patan Daerah.

Pungutan Retribusi sebagaimana tersebut Pa-
sal 4 Peraturan Daerah inni dilakukan deng-
an tanda bukti pembayaran, yang diheri
identitas klasifikasi Jjenis kendaraan, ni-
lai nominal, ncomor =zeri, tangga. serta ha-
rus ‘diproporasi’ oleh Dinas Pendapatan Dae-
rah. : R

‘Hasil pungttan Retribusi sebagaimana dimak-

sud ayat {(2) Pasal|ini disetorkan ke Kas
Daeranh Kabupaten Daerah Tingkat I1 Kebumen.

BAR V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasa 6

Pelaksanaan tehnis itas berlakunya Peratur-
an Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pen-
dapatan Daereh, sedangkan pengawasan atas
pelaksanaannya diserahkan Xkepad: Inspekto-
rat Wilayah ‘@ aerah, Dinas Pet.rjaan Umum,
Dinag Lalu Lis.as dan Angkutan Jalan Kabu-
paten Daerah Tingkaﬂ IT Eebumen dan POLRI.

Dengan persetujuan Bupati Kepela Daerah pu-
ngutan Retribusi 1jin Dispenszasi Penggunaan




(3)

(1)

(2)

Jalan Daerah dan Bongkar Muat sebagaimané'

dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah
ini dapat dilaksanakan oleh Fihak ketiga
seguai dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Untuk pelaksanzaan dan pengawasan Peraturan
Daerah ini diberikan biaya operasional yang
besarnnya ditetarkan dengan Keputusan Bupa-
ti Kepala Daerah dan ditampung dalam Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat I1 Kebumen.

B AB Vi
RETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 7

Bagi setiap pemakai jalan yang melanggar -
ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) -dan Pa-
gsal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana
kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima pu-
luh ribu rupiah).

Selain Pejabat Penvidik Umum yang bertugas
menyidik tindak pidana, penyidikan atas
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini dapat Jjuga dilakukan
oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang
pengangkatan dan Xkewenangannya ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8 .........
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PENJELAGSAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR & TAHUN 1884
TENTANG
RETRIBUSI IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

DAERAH DAN BONGEKAR MUAT DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

PENJELASAN UMM :

Dengan semakin meningkatknya arus lalu lin-
tas di Wilayan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
yvang diikuti dengan meningkatnya pengangkutan ba—
rang yang tidak seimbang dengan kelas/kekuatan Ja’a-~
lan sehingga mempercepat rusaknya jalan untuk peme-
liharaan dan perbaikan jalan diperlukan dana.. -

Dengan semakin meningkatnya perdagangan di -
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II XKebumen maka
semakin ramai pula bongkar muat barang dldepan
toko, Jalan dengann rambu-rambu larangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas ,
maka perlu memberikan dispensasi kepada mereska yang
melakukan kegiatan pengangkutan barang yang melebi-
hi kelas Jjalan, dan mereka yang melakukan bongkar
muat barang di jalan dalam kota atau di Jjalan de-
ngan rambu-rambu larangan, guna menunjang lajunya
pembangunan kepada mereka perlu dipungut retribusi
yvang diatur dengan Peraturan Daerah. '

II. PENJELASAN ...... .



' II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

g%}

Pasal 1 s/d Pasal 2 ayat (1),-
(2) dan (4): cukup jelas.

Pasal

Pasal
Pasal

Pasal
Pasal

Pasal

Pasal

ayat

ayat
ayat

ayat

ayat

ayat

(3)

(1)
(2)

(2)

(1)

(2)

: Yang dimaksud dengan jalan
Jal dalam kota adalah
Jalan-jalan dalam kota di-
seluruh Wilayvah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen.

P Jelas.

Yang dimaksud dengan ken:
daraan Dinas adalah ken-
daraan Dinas milik Kabu-
paten Daerah Tingkat 1II
Kebumen dan Kabupaten Da-
erah Tingkat II lainnya.

\
b, ¢ : cukﬁp Jelas.
: cukpp jelas.

0

2 Yang dimaksud Petugas Pe -
mungut adalah Petugas Di-

nas Pendapatan Daerah atau

Petpgas lain yang ditetap-
kan oleh Bupati Kepala Da-
epah.

dan (2) s/d|Pasal 8 : cuwp jelas.
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